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BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  

NOMOR 100.3.3.2/ 158 /KUM/2026 
TENTANG 

PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA KALIRING                                   
KECAMATAN PADANG BATUNG 

 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 
 

 
Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Resor Hulu Sungai 
Selatan Nomor S.Tap.Tsk/17/IV/RES.1.24/2026/ 
Reskrim tanggal 15 April 2026 tentang Penetapan 

Tersangka atas nama Rizki Prayudi bin H. Muhardi 
Jabatan Kepala Desa Kaliring dalam perkara dugaan 

tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara 
negara; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban 
Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 
c. berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf d Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang 

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 82 Tahun 

2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala 
Desa, Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh 
Bupati karena ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak 

pidana korupsi; 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara 

Kepala Desa Kaliring Kecamatan Padang Batung; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang 
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 
Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 

1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat 
II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2756); 
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang 
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6914); 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6623); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6041); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 
2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1222); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : 
KESATU : Memberhentikan sementara yang namanya tersebut di bawah 

ini: 
  Nama : Rizki Prayudi 

  Tempat, tanggal lahir : Panglima Dambung, 22 Februari 

1982 
  selaku Kepala Desa Kaliring Kecamatan Padang Batung sesuai 

Pasal 9 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 
Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala 

Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang 

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. 
KEDUA : Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam 

diktum KESATU, Sekretaris Desa Kaliring Kecamatan Padang 
Batung melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa 

Kaliring Kecamatan Padang Batung sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan sampai dengan adanya 
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap. 
KETIGA :  Sekretaris Desa Kaliring selaku pelaksana tugas dan kewajiban 

Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA 
tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan 

yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status 
hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi 
anggaran. 

KEEMPAT : Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana 
dimaksud dalam diktum KESATU tetap diberikan penghasilan 

tetap dan tidak diberikan tunjangan lainnya atau sebutan 
lainnya, terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Bupati maka 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap. 
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KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
 

Ditetapkan di Kandangan 
pada tanggal 4 Mei 2026 

 
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

 

ttd. 
 

SYAFRUDIN NOOR 
 

 
Tembusan: 
1. Kepala Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan 

2. Inspektur Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
4. Camat Padang Batung 

5. Ketua BPD Kaliring Kecamatan Padang Batung 
6. Saudara Rizki Prayudi 
7. Sekretaris Desa Kaliring Kecamatan Padang Batung 

 
 


